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Isi Abstrak

:  

Ingkar janjinya seorang Advokat terhadap janji publiknya untuk memperjuangkan kliennya dalam mencari keadilan, banyak merugikan pihak Klien, secara perdata dapat merugikan Klien dari segi materiil namun jika dari sudut hukum pidana kerugian Klien adalah immateriil, hal ini menempatkan Klien pada posisi sulit lebih-lebih jika Klien adalah orang awam di bidang hukum, karena jika Klien tersebut hendak mengadukan Advokat bersangkutan kepada Dewan Kehormatan, jarang sekali ada Advokat lain yang mau membantu karena berkaitan dengan perlindungan sesama profesi. Hal tersebut mencerminkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum masih belum memberikan perlindungan yang cukup untuk Klien, dan undang-undang dimaksud lebih dititik beratkan untuk memberikan perlindungan bagi Advokat sendiri. Dalam penelitian ini masalah penelitian yang dirumuskan adalah Bagaimanakah peran Dewan Kehormatan Advokat dalam memberikan perlindungan terhadap Klien yang mengadakan perjanjian dengan Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap Advokat yang telah melanggar Kode Etik Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.  Metode penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh Klien terhadap Advokat yang melakukan ingkar janji, adalah mengadukan Advokat bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Advokat, namun ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengatur tentang ketentuan mengadukan Advokat yang ingkar janji kepada Dewan Kehormatan Advokat belum cukup memberikan perlindungan terhadap Klien, sehubungan lembaga tersebut bukan lembaga yang independen dan jarang ada sesama Advokat yang mau membantu seorang Klien yang dikecewakan oleh Advokatnya karena adanya ketentuan untuk melindungi Korp Advokat itu sendiri. Sedangkan eksistensi dari Dewan Kehormatan Advokat yang ada saat ini masih belum independen, karena dibentuk dan beranggotakan Advokat dan belum bersifat independen. Saran yang dikemukakan perlu membentuk Komisi Independen Pengawas Advokat sebagaimana telah dimiliki oleh Polisi, Jaksa dan Hakim. Dengan adanya peran publik dalam mengawasi praktik peradilan yang diperankan oleh aparat penegak hukum harus tetap digalakkan, maka akan memberikan kepastian perlindungan terhadap perjanjian antara Advokat dan Klien, sehingga akan menempatkan Klien sejajar dengan Advokat.



























PAGE  
vii

